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ABSTRAK 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pada Era modern ini ilmu pengetahuan berkembang pesat di setiap sektor 

pembangunan, salah satunya sektor usaha dan ekonomi. Perkembangan ilmu 

pengetahuan ini berdampak pada kebutuhan primer maupun sekunder masyarakat. 

Dengan adanya kemajuan ilmu  pengetahuan, masyarakat memiliki keinginan agar 

sesuatu yang diinginkan terpenuhi secara cepat. Salah satunya dalam jasa 

pengiriman barang. Jasa pengiriman merupakan salah satu jenis layanan yang 

paling dibutuhkan oleh masyarakat seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan perekonomian yang menyebabkan masyarakat memiliki 

ketertarikan terhadap hal-hal yang instan dan serba cepat.1 Jasa layanan pengiriman 

barang merupakan salah satu solusi alternatif bagi masyarakat guna mendapatkan 

kemudahan dan kepraktisan untuk mengirimkan barang kepada sanak saudara 

apabila pengiriman tersebut berjarak jauh dan bersangkutan dengan keterjangkauan 

wilayah. Jasa layanan pengiriman barang merupakan jasa layanan yang bersifat 

sangat efisien untuk digunakan bagi masyarakat untuk mengirim barang ke tempat 

dimana tidak dapat dijangkau sendiri oleh masyarakat.2 

Banyaknya penduduk yang saling mengirimkan barang dari tempat- tempat 

 
1 Suwari, Akhmaddhian. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam 

Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia. Kuningan: Jurnal Unifikasi, Volume 3 

Nomor 2. Hlm 32. 
2 Mubarok, Nafi’. (2016). Buku Diktat Hukum Dagang. Surabaya: Universitas 

Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Ampel. Hlm 101. 
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yang jauh membuat perkembangan perusahaan jasa ekspedisi di Indonesia 

berkembang pesat, hal ini sejalan dengan banyak didirikan perusahaan-perusahaan 

penyedia jasa ekspedisi.3 Pengaturan jasa ekspedisi ini pada awalnya terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, dimana dalam Pasal 3 

dijelaskan bahwa kegiatan Pos diselenggarakan oleh negara, dan kegiatan Pos yang 

dimaksud ialah pelayanan terhadap lalu lintas surat Pos, uang, barang, dan 

pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri, yang dilaksanakan oleh badan 

yang mempunyai tugas melaksanakan Pos dan Giro. Namun seiring 

berkembangnya zaman, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 dicabut dan diganti 

dengan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Dalam Pasal 4 ayat 

(2) dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang 

berbadan hukum Indonesia. Maka jika dilihat dari Pasal ini   penyelenggaraaan Pos 

tidak hanya dilakukan oleh Badan Usaha Milik    Negara saja akan tetapi dapat 

dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan 

Koperasi.4 

 Dalam pelaksanaan pengiriman barang maka pihak pertama sebagai 

penyedia jasa ekspedisi dan pihak kedua sebagai pengguna jasa ekspedisi saling 

terikat dalam suatu perjanjian. Secara umum perjanjian diatur dalam Pasal 1313 

KUH Perdata yang memberikan penjelasan bahwa suatu perjanjian merupakan 

 
3 Nababan, Roidan. (2021). Perlindungan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang 

Mengalami Kerugian Akibat Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekspedisi Laut Menurut 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Medan: Nommensen 

Journal of Legal Opinion (NJLO), Volume 2 Nomor 1, 2021. Hlm 15. 
4 Suharnoko. (2007) Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus. Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group. Hlm 1. 
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suatu perbuatan di mana satu orang ataupun lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang ataupun lebih. Di dalam sebuah perjanjian terdapat hal-hal yang harus 

dipenuhi atau terdapat syarat sahnya perjanjian seperti yang telah ditentukan dalam 

Pasal 1320 KUH Perdata agar antara para pihak tersebut dapat dikatakan sah dan 

mengikat untuk para pihak yang melaksanakannya. 

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) memprediksi potensi 

pertumbuhan bisnis logistic di Tanah Air bisa mencapai lebih dari 30% pada 2020, 

dihitung secara rinci estimasi pertumbuhan sektor ini secara menyeluruh bisa 

mencapai Rp 40 triliun atau lebih per tahun. Berdasarkan analisis SCI sektor logistik 

terhadap PDB selama 4 (empat) tahun antara tahun 2017-2020 terjadinya 

peningkatan pendapatan di sektor logistik di Indonesia.5 

Pendapat yang didapat pada tahun 2017 sebesar 735,2 triliun atau 5,41%, dan 

pada tahun 2018 adanya pendapatan sebesar 797,3 triliun dan mendapatkan 

peningkatan selisih pendapatan sebesar 61,1 triliun atau 8,44%, ditahun 2019 

pendapatan sebesar 889,4 triliun dan peningkatan selisih pendapat sebesar 92,1 

triliun atau 11,56%, ditahun 2020 pendapatan sektor logistik di Indonesia mencapai 

993,9 triliun dan peningkatan selisih pendapadan sebesar 104,5 triliun atau 12,73%. 

Peningkatan tersebut berkonsekuensi bahwa pelaku usaha bidang pengangkutan 

harus memberikan layanan jasa secara professional dan bertanggung jawab. 

Tujuannya adalah supaya konsumen memperoleh perlindungan.

 
5 Amadhea, Gladis Devin, Farida Farida. (2022) Analisis Kualitas Pelayanan dan  

Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Pada PT Lintas Nusantara Perdana), Seminar Nasional 

Pariwisata dan Kewirausahaan, Volume 1. Hlm 343. 
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Sehubungan dengan hal tersebut maka baik pelaku usaha maupun konsumen harus 

punya itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing, sehingga 

konsumen dapat terlindungi.6 

Terkait dengan hal tersebut NHT Siahaan mengatakan adapun perlindungan 

konsumen merupakan upaya-upaya yang menjamin keberadaan kepastian hukum 

dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.7 Fakta menunjukkan bahwa ketika 

proses pengiriman barang tidak jarang terjadi suatu peristiwa yang merugikan 

pengirim barang (konsumen), hal tersebut terjadi oleh beberapa faktor, salah 

satunya karena pihak perantara pengiriman lalai melaksanakan kewajibannya. 

Dampaknya, barang milik konsumen menjadi rusak, hilang, dan terlambat. Salah 

satu kasus cidera dalam pengiriman barang terjadi pada seorang konsumen yang 

mengirimkan barang berupa makanan kering melalui gerai TIKI Sudiang 

(Makasar) dengan Tujuan Bekasi. Konsumen itu menggunakan jenis layanan 

produk Over Night Service (ONS). Kasus ini bermula ketika seorang mahasiswa 

yang bernama Zulfahmi pada tanggal 10 Januari 2020 mengaku mendatangi TIKI 

Sudiang Makasar untuk mengirimkan makanan kering kepada Alvarenda Ataya 

Anas yang beralamat di Grand Delta Pekayon kota Bekasi. Berdasarkan kuitansi 

pengiriman dengan nomor resi 030197328258, barang tersebut seberat 5 kg dengan 

jenis pengiriman One Night Service (ONS) dengan biaya pengiriman

 
6 Musyafah, Aisyah Ayu. (2018). Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang 

Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang, Jurnal Law Reform, Volume 14 

Nomor 2. Hlm 152. 
7 NHT Siahaan. (2005) Hukum Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab 

Produk. Jakarta: Panta Rei. Hlm 100. 
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sebesar Rp. 225.000,-. Pada tanggal 13 Januari 2020, kiriman barang tersebut tiba 

di rumah dan diterima oleh Nirwati Ahmad, ibunda dari Alvarendra Ataya Anas 

dari petugas Pengantar TIKI. Dengan nomor resi 030197328281 dengan keterangan 

makanan kering berat 4 kilogram, jenis pengiriman REG (regular-red) dengan biaya 

Rp.112.000,-, Namun pada tanggal 16 Januari 2020, kakaknya yang bernama 

Mohammad Anas mendatangi Kantor Pusat TIKI di jalan Raden Saleh Jakarta. 

Anas melakukan klarifikasi mengapa kuitansi pengiriman dengan penerimaan 

berbeda, dengan berat, jenis pengiriman dan biaya kirimnya berbeda. Anas pun 

diminta untuk mengisi format komplain yang telah disediakan. Pada saat itu TIKI 

Sudiang Makassar dengan TIKI Pusat saling melempar tanggung jawab saat 

melakukan klarifikasi. Klarifikasi aktif dan mengusik pribadi konsumen dilakukan 

oleh Pihak TIKI Sudiang Makassar. Baik melalui pesan whatsapp maupun melalui 

telepon daring terhadap Mohammad Anas RA, M.Si. yang seharusnya komplain 

tertulis dibalas dengan klarifikasi tertulis secara benar dan penuh tanggung jawab.8 

Dalam hukum perlindungan konsumen bahwa pengirim barang selaku 

konsumen harus memperoleh perlindungan hukum atas peristiwa yang menimpa 

dirinya selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan konsumen. 

Secara umum wujud perlindungan konsumen dalam aktivitas transaksi dan 

mengalami kerugian dapat berupa penggantian pengembalian uang, dan pemberian 

santunan.

 
8 Detik Fakta, Diduga Curangi Ongkos Kirim, Jasa Pengiriman TIKI Dilaporkan 

ke BPKN, diperoleh dari https://detikfakta.id/2020/09/24/diduga- curangi-ongkos-kirim-

jasa-pengiriman-TIKI-dilaporkan-ke-bpkn/ diakses tanggal 6 Februari 2023, Pukul 16.45 

WIB 

 

https://detikfakta.id/2020/09/24/diduga-curangi-ongkos-kirim-jasa-pengiriman-tiki-dilaporkan-ke-bpkn/
https://detikfakta.id/2020/09/24/diduga-curangi-ongkos-kirim-jasa-pengiriman-tiki-dilaporkan-ke-bpkn/
https://detikfakta.id/2020/09/24/diduga-curangi-ongkos-kirim-jasa-pengiriman-tiki-dilaporkan-ke-bpkn/
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Jaminan tersebut dirumuskan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut “UUPK”). 

Pelaku usaha termasuk dalam hal ini pengangkut dan perantara pengangkutan 

(ekspeditur atau perusahaan ekspedisi) bertanggung jawab atas peran yang 

diembannya. 

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata maka perusahaan  pengangkut ataupun 

perusahaan ekspedisi bertanggung jawab membayar segala kerugian yang 

disebabkan atas kesalahan dalam pengangkutan, dengan syarat pihak yang 

dirugikan memberikan bukti kesalahan. Beban pembuktian terdapat pada pihak 

yang mengalami kerugian, bukan pada pihak yang menyebabkan kerugian, atau 

dalam hal ini merupakan pengangkut atau jasa layanan pengiriman barang. 

Sedangkan aturan khusus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang 

mengatur masing-masing jenis pengangkutan Kerugian yang dialami oleh 

konsumen dapat terjadi karena pengangkut ataupun perusahaan ekspedisi telah 

melakukan wanprestasi. Cedera janji tersebut timbul karena pengangkut ataupun 

perusahaan ekspedisi mengubah jenis layanan, mengganti berat kiriman barang, 

dan mengubah biaya layanan. Keadaan tersebut telah diingatkan oleh Pasal 26 

UUPK, bahwa: “tiap-tiap pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib 

memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan”. 

Antara pengirim barang (konsumen) dan pelaku usaha telah terjadi suatu hubungan 

hukum melalui perjanjian pengiriman barang yang tunduk pada hukum 

pengangkutan dan hukum perlindungan konsumen. Hubungan hukum tersebut jika 

mengacu pada asas perlindungan konsumen dalam UUPK  maka sebagai 
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perusahaan pengiriman barang harus mampu memberikan kepastian dan jaminan 

terhadap konsumennya. 

Merujuk pada sengketa konsumen antara pengirim barang dan perusahaan 

ekspedisi TIKI telah diperiksa dan diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) Bekasi, kemudian sengketanya diperiksa dan diputuskan oleh 

Pengadilan Negeri Bekasi pada Putusan PN Nomor 295 5/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN 

Bks, Menyatakan Permohonan Keberaatan yang diajukan oleh pemohon keberatan 

(selaku pelaku usaha/Tergugat) dalam perkara BPSK secara formil dapat diterima; 

Menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon keberatan (dahulu 

Tergugat/selaku pelaku usaha)  bertanggal 23 Juli 2020; Menguatkan Putusan 

Badan Pengawasan Sengketa Konsumen (BPSK) kota Bekasi No: 011/BPSK-

BKS/2020 bertanggal 9 Juli 2020; Menghukum pemohon keberatan (dahulu 

Tergugat/selaku pelaku usaha) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 

378.300,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah); Pengadilan Tinggi 

Bandung dan Mahkamah Agung RI pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 

175 K/Pdt.Sus-BPSK/2021 menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon 

Kasasi PT CITRA VAN TITIPAN KILAT (TIKI) tersebut; Memperbaiki Putusan 

Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 295/Pdt.SusBPSK/2020/PN.Bks., tanggal 15 

September 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: 1) Memperbaiki 

amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bekasi 

Nomor 011/BPSK-BKS/2020, tanggal 9 Juli 2020; Mengabulkan permohonan 

Pemohon Keberatan/Penggugat untuk sebagian; Menyatakan pihak Tergugat 

bersalah dalam melakukan pelayanan terhadap Konsumen; Menetapkan sanksi 
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administrasi kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha (PT Citra 

Van Titipan Kilat atau TIKI) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); 

 Menolak keberatan Pemohon Keberatan/Penggugat selain dan  selebihnya; 

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat 

kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kasus 

Berdasarkan uraian kasus di atas ada hal menarik yang menjadi perhatian bahwa 

umumnya pelaku usaha sebagai pihak yang memiliki posisi dominan sering kali 

diuntungkan dan dapat dengan leluasa bertindak atas kepentingan memperoleh 

untung/laba mengabaikan hak-hak konsumen. Umumnya konsumen akan pasrah 

terhadap perilaku curang pelaku usaha karena memperhitungkan bahwa umumnya 

konsumen selalu dikalahkan apabila mengajukan tuntutan. Kasus pengiriman TIKI 

membuktikan bahwa hak konsumen masih dilindungi oleh sistem peradilan 

Indonesia. Terobosan yang dilakukan konsumen, BPSK, dan Hakim ini suatu upaya 

mengembalikan citra penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, 

sehingga perlu untuk mengkaji lebih lanjut bentuk-bentuk pertimbangan hukum dari 

Hakim Kasasi yang menguatkan pertimbangan hukum dr BPSK dalam perkara 

tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membahasnya secara 

ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB HUKUM 

PELAKU USAHA JASA PENGIRIMAN BARANG ATAS TINDAKAN 

MENGGANTI JENIS LAYANAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI 

Nomor 175 K/Pdt.Sus-BPSK/2021 dalam kasus tuntutan ganti rugi layanan jasa 

pengiriman barang dengan itikad tidak baik? 

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha jasa pengiriman barang 

atas kerugian konsumen akibat penggantian jenis layanan dengan itikad yang 

tidak baik? 

 

C. Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan 

Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 175 K/Pdt.Sus- BPSK/2021 dalam kasus 

tuntutan ganti rugi layanan jasa pengiriman barang dengan itikad tidak baik. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha 

jasa pengiriman barang atas kerugian konsumen akibat penggantian jenis 

layanan dengan itikad yang tidak baik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan 

dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun  praktis, yaitu sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritis 

 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran dalam pengembangan ilmu Hukum Perdata pada umumnya dan 

secara khusus dalam rangka penyempurnaan proses penerapan kebijakan 

hukum mengenai kasus yang sering terjadi saat ini yakni terkait keterlambatan 

kiriman barang oleh pelaku usaha jasa pengiriman barang. 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta 

memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah, serta 

dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat memenuhi persyaratan 

dalam meraih gelar Sarjana Hukum. 

b. Bagi pelaku usaha, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran bagi para pelaku usaha dengan tujuan supaya 

senantiasa dapat mengembangan bisnisnya sesuai dengan hukum yang 

berlaku dalam undang-undang, serta mampu memberikan nilai-nilai 

positif bagi pihak yang terkait. 

c. Bagi konsumen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan pemahaman khususnya kepada para pihak yang akan melakukan 

pengiriman barang melalui pelaku usaha jasa pengiriman barang. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 
 

Agar penelitian dalam penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan sesuai 

dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memandang perlu adanya 

batasan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini 
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adalah kajian tentang ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan perlindungan 

hukum khususnya terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat 

keterlambatan kiriman barang serta bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha jasa 

pengiriman barang atas kerugian konsumen akibat keterlambatan kiriman barang 

dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 175 K/Pdt.Sus-BPSK/2021. 

 

F. Metode Penelitian 
 

Metodologi penelitian merupakan ilmu yang menyajikan bagaimana cara 

atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian 

secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.9 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses 

penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, 

aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan 

kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. 

Oleh karena itu, penelitian hukum normatif biasanya berupa studi dokumen, 

yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan 

perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, perjanjian, asas 

dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli.10 

 
9 Ali, Zainuddi (2020). Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 

Jakarta. Hlm 18. 
10 Muhaimin(2020) Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 

2020). Hlm 47-48. 
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2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari semua peraturan 

perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang akan 

diteliti11, yaitu pendekatan dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang,      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 38 

Tahun 2009 Tentang POS. 

 

b. Pendekatan Analisis (Analytical Approach) 

Pendekatan analisis terhadap bahan hukum yaitu untuk mempelajari dan 

memahami makna dari istilah-istilah hukum yang dipergunakan dalam 

peraturan perundang-undangan, serta untuk mempelajari dan 

memahami cara penerapannya.12 Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan pendekatan ini yang merupakan seperangkat ungkapan-

ungkapan dan asumsi kebahasaan yang dijadikan sebagai dasar untuk 

membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam 

penelitian. 

 

3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum 

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan 

 
11 Ibid, Hlm 56. 
12 Ibrahim, Johnn. Teori .dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang 

:Maju Media Publishing. 
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hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum uang  

mengikat13, yakni : 

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3821); 

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009  Tentang POS (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065). 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer,14 yakni hasil karya para ahli 

berupa buku-buku, pendapat-pendapat pakar hukum, rancangan dan hasil 

penelitian yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

 
13 Soerjono Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (1995). Penelitian Hukum 

Normatif    Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Radja Grafindo Persada. Hlm 31. 

14 Peter Mahmud Marzuki. (2008). Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Penerbit 

Kencana. Hlm 52. 
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Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 15 

berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia 

hukum. 

 

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini menggunakan studi pustaka dan juga melalui bantuan media elektronik, 

yaitu internet. Adapaun cara yang dilakukan ialah dengan menelaah dan 

mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku serta literatur. 

 

5. Analisis Bahan Hukum 

 

Bahan hukum yang telah diproleh, diolah secara preskriptif yang 

kemudian diolah dengan analisis metode kualitatif yang berdasarkan pada 

asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang- undangan 

yang terkait. Dalam penelitian ini data-data yang akan dianalisis kualitatif 

menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan atau penelaahan 

dokumen16, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini 

mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas 

hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum. Bahan hukum 

yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dengan sebagaimana mestinya 

 
15 Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University 

Press. Hlm 62.  
16 Lexy J. Moleong. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. Hlm 8. 
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sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang akan dibahas.17 

 

6. Metode Penarikan Kesimpulan 

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan 

metode deduktif, yaitu cara berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat 

umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan 

pokok permasalahan tersebut bersifat umum dan kemudian ditarik menjadi 

kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan 

tersebut. 

 

 

 
17 Soekanto Soekanto. (2007). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 

Hal 21. 
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